BAB I11
KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERJUDIAN DALAM UU No. 7 TAHUN 1974

A. Latar Belakang Munculnya UU No. 7 Tahun 1974

Perjudian di Jakarta pada Tahun 1969 menghasilkamapukan 2,7
milyar rupiah, Sedang di Bandung, dalam jangka w&kbulan pada Tahun
1968, kasino-kasino, hwa-hwe, dan erek-erek meiighas36 juta rupiah.
Hal ini menimbulkan reaksi hebat dari masyarakatyutama dari golongan
agama, disebabkan oleh berbagai macam dampak fmegaing
ditimbulkannya, diantaranya; Banyak anak remajat ikermain judi,
disamping adanya pertambahan orang-orang dewash kecanduan judi.
Kriminalitas semakin meningkat dan semakin banyak-judi gelap yang
mendapatkamackingdari oknum-oknum bersenjata atau orang-orang @uat
pemerintahan, organisasi, dan partai pofitik.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yardah semakin
merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyargkag paling bawah
sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukandiagggap masalah
sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih teps¢bdit kejahatan dan
merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajibamsa pihak untuk ikut

serta menanggulangi dan memberantas sampai ketipgkg paling tingdf.

! Kartini KartonoPatologi SosialJilid |, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, him.82
Z http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian
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UU No. 7 Tahun 1974 lahir pada masa orde baru yaegipakan
alternatif untuk mengatasi masalah tindak pidangugan. UU ini jelas
menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam KUHP urdrldmn tidak
sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, | ppstanggaran judi
dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dt bulan menjadi empat
tahun (pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulanjadéenam tahun (pasal 542
ayat 2). Meski ancaman hukuman diperberat dan ddlikah (dari
pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah nmasytarini tidak
tertanggulangi.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudetfu diimbangi
dengan melakukan pembenahan dan pembangunan dmstleam pidana
secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakasl&igiatau yang dikenal
dengan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi menyai posisi yang
sangat strategis bila dipandang dari  keseluruhan bijakan
mengoperasionalisasikan hukum pidana. Pandangansesuai dengan
pendapat Barda Nawawi Arigang menyatakan bahwa :

“Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yangjnpastrategis
dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pid&ada tahap ini
dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dardp@aan yang
sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahbpgtéerikutnya, yaitu
tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dap peelaksanaan
pidana oleh aparat pelaksana pidaha.”

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka mendaggutindak

pidana perjudian tercantum pada pasal 2 ayat (Dakgrundang Nomor 7

Tahun 1974, mengatur tentang sanksi pidana, yarmgibg :

® http.//.id/Judi -Problema-Hukum blogspot.com/2@B0/02.html
“ Barda Nawawi AriefKebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahad@angan
Pidana Penjaré&Semarang: Penerbit Undip, 1984n. 3
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“Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayatifalp Kindang-

undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamarga dua

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknyfailan puluh
ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lama®gluh tahun
atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh limagpiah”.

Salah satu ketentuan pada UU No. 7 Tahun 1974bigrseerupakan
bentuk perumusan dan penetapan sanksi pidana etebhegmtuk UU. Sebagai
kebijakan formulasi untuk kepentingan praktis bagarat penegak hukum
dalam menangani permasalahan yang berkaitan detigdak pidana
perjudian. Maksud lain dari pembentuk UU dalam merskan ketentuan
dasar mengenai penetapan masalah perjudian sekegdiatan dengan
didasari pemikiran perjudian adalah bertentangargal® agama, kesusilaan
dan moral pancasila, serta membahayakan bagi pknmin dan kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara.

Dasar pertimbangan terhadap suatu perbuatan ygujkdin sebagai
tindak pidana menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentaageRiban Perjudian,
khususnya tidak terlepas dari alasan pembentukan pggancangan UU

tersebut. Dalam pertimbangan UU No. 7 Tahun 19&&beit adalah :

a. Bahwa perjudian hakekatnya bertentangan denganaadasusilaan dan
norma pancasila, serta membahayakan bagi pengmdigra kehidupan
Masyarakat, Bangsa dan Negara;

b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usahak unenertibkan
perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekedihkkya, untuk
akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali @arrub wilayah

Indonesia;

® UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
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c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam ordonansi tanggdWlaret 1912
(StaatsbladTahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberadpa ka
dirubah dan ditambah, terakhir deng@ndonansitanggal 31 Oktober
1935 gtaatsbladTahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dang
perkembangan keadaan;

d. Bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitabamgrdndang
Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidakasdagi sehingga
perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di pé¢alsl disusun
Undang-undang tentang Penertiban Perjulian.

Dasar pertimbangan di atas menunjukan bahwa segEaia besar
perlunya dibentuk UU No. 7 Tahun 1974, adalah untokwujudkan
masyarakat yang adil dan makmur. Dari pertimbangaeebut dijumpai
perumusan Yyangeksplisit mengenai alasan atau pembenar dilakukan
kriminalisasi oleh pembentuk UU. Alasan tersebulamlarangkaprevensi
umum untuk mencegah dilakukannya kegiatan untuletapgan nasional.
Hal ini sejalan dengan pendapat Jhon Andenaes $sewakmbicarakan
pencegahan umungdéneral preventiondari pidana yang sering digunakan
sebagai pertimbangan utama oleh badan pembuat ghnatatang’

Bardasarkan pendapat Jhon Anden@esebut, Barda Nawawi Arief
berpendapat, “Bahwa apabila dasar pertimbangannuikeya suatu UU
kurang didukung oleh data empiris, cukup dikemukakzahwa dasar
pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaiag aik the basis of our

best judgment. Disamping itu pada simposium hukum pidana naalid 980

® Ibid,
" Barda Nawawi Ariefpp.cit,him. 81



49

di Semarang juga telah dikemukakan bahwa salahksaéuia kriminalisasi
adalah bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan tydak) disukai oleh
masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan ndendatangkan
korban atau dapat mendatangkan korban.

Berkaitan dengan penentuan perbuatan dan jumlahnmet pidana
yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak piddidalam hukum pidana
dikenal dengan asdsgalitas dan asasulbabilitas sebagai asagsindamental
yang harus ada dalam setiap pembentukan perundalagpgan. Kedua asas
tersebut merupakan pedoman yang digunakan oleh greok peraturan
perundang-undangan. Kedua asas tersebut merupakdompn yang
digunakan oleh pembentuk UU dalam menentukan pemaataterhadap suatu
perbuatariUntuk menentukan perbuatan tersebut sebagai tipitt#na, ada
hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikaotaman pidana.
Menurut Soedarto,”hal-hal yang perlu diperhatikaehopembentuk UU
sebelum merumuskan atau menetapkan ancaman pidai@tmempat hal
yaitu °

Tujuan hukum pidana
Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki

Perbandingan antara sarana dan hasil; dan

A

Kemampuan badan penegak hukum.

8 Rusli EfendiMasalah Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi DalamiRgka Pembaharuan
Hukum Pidan&Bimposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BandBima Cipta 1986.
hal. 65

% http://penelitian-hukum.blogspot.com/2010/09/

10 5pedartoHukum dan Hukum PidarBandaung: Alumni, 198Bal. 86
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Berdasarkan pendapat di atas dalam pembentukanndaerg-
undangan, hendaklah pembentuk UU memperhatikatersdbut, begitu pula
didalam merumuskan dan menetapkan sanksi pidara adNo. 7 Tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam rangka gkagn kebijakan
formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidserjudian sebagai
mana diatur pada UU No. 7 Tahun 1974 sebagai paratatau ketentuan
yang menyempurnakan KUHP. Seperti yang telah dikakan di atas
lahirnya UU No. 7 Tahun 1974 merupakan ketentuaau gperaturan
perundang-undangan yang menetapkan dan merubatapabetentuan yang
ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapantkatesanksi pidana
oleh pembentuk UU diatur dalam pasal 303 dan 363 bi
. Perjudian Dalam Per spektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satak pidana.
Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dariaistibahasa Belanda
“straafbaarfeif” namun pembentuk Undang-undang di Indonesia tidak
menjelaskan secara rinci mengenatrdafbaarfeit”** Perkataan féit” itu
sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagansdatu kenyataan" atau
"een gedeelte van de werkelijkheidSedang S$trafbaar” berarti "dapat
dihukum"”, hingga secara harafiah perkataatrafbaar feit" itu dapat
diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataag dapat dihukum”,

yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karelsk ledkan diketahui bahwa

! Evi Hartanti,Tindak Pidana KorupsJakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 5.
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yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manuségaepribadi dan bukan
kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa perokebtU tidak
memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa seyn@mng ia maksud
dengan perkataarstrafbaar feit", maka timbullah di dalam doktrin berbagai
pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud rdéstyafbaar feit”
tersebut, misalnya perbuatan pidana, peristiwangid@erbuatan-perbuatan
yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengarurhudlan perbuatan-
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tipidaka>

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih oogd
menggunakan istilah"delict" yang telah lazim dipakai. R. Tresna
menggunakan istilah “peristiwva pidarfd".Sudarto menggunakan istilah
"tindak pidana”, demikian pula Wirjono Projodikoraenggunakan istilah
"tindak pidana” yaitu suatu perbuatan yang pelakumlapat dikenakan
hukuman pidan& Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “"perhnat
pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatwaat hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa piéaretu, bagi barang siapa
melanggar larangan tersebéit.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moelgdalah :

12 p A.F. LamintangPasar-Dasar Hukum Pidana IndonesiBandung: Sinar Baru, 1984,
him.172.

13 K.Wancik SalehTindak Pidana Korupsi dan Suapakarta: Ghalia Indonesia, 2007,
him.15

“R. TresnaAsas-asas Hukum Pidan#akarta: PT Tiara Limit, tth, him. 27.

15 wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Pidana Indonesandung:Refika Aditama,

2008, him59
1 Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 2002, him. 63
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Kelakuan dan akibat (perbuatan).
Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Keadaan perbuatan yang memberatkan pidana.

Unsur melawan hukum yang obyektif.

ok w0 DN PR

Unsur melawan hukum yang subyekfif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatdangi terdapat
syarat formil dan syarat materiil. Syarat formikidaerbuatan pidana adalah
adanya asas legalitas yang tersimpul pada pasaJHPK sedangkan syarat
materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-b@msakan oleh masyarakat
sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak pdiakukan karena
bertentangan dengan atau menghambat akan teraptataydalam pergaulan
masyarakat yang dicita-citakan oleh masyardkat.

Adapun dalam konteksnya dengan tindak pidana panudahwa
terdapat beberapa rumusan sebagai berikut:

a. Menurut Kartini Kartono,”perjudian adalah pertarahdengan sengaja,
yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yadaggdap bernilai,
dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harég@entu pada
peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, peblaam dan kejadian-
kejadian yang tidak atau belum pasti hasiltiya.

b. Menurut Dali Mutiara sebagaimana dikutip Kartinirkamo menyatakan;

"permainan judi ini harus diartikan dengan arti gdnas, juga termasuk

17 i
Ibid,
18 SudartoHukum Pidana,|Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, him. 43
19 Kartini Kartono,Patologi sosial. jilid 1 Jakarta: Rajawali Pers.2009, him.58
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segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatamp&cda atau lain-
lain pertandingan, atau segala pertaruhan dalatonpeaan-perlombaan
yang dilakukan antara dua orang yang tidak ikutdsendalam
perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisaton, ld&n-lain°

c. Tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai ssaha, perbuatan-
perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatak main judi atau
turut serta dalam usaha seperti itu, oleh pembedndang-undang telah
diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap pena@, di mana pada
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada
peruntungan belaka, juga karena permainannya tetddtih atau lebih
mabhir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentareputisan
perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidelidakan antara
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikiaga jsegala
pertaruhan lainnya™

Menurut Van Bemmelen - Van Hattum sebagaimana ighkBtAF.
Lamintang;”bahwa ditinjau dari sejarahnya, penempdindak pidana yang
dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diadland pasal 303 KUHP
sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilassudahlah tepat”. Tentang
hal tersebut, Van Bemmelen-Van Hattum berpendapara lain bahwa :

“Ditinjau dari sejarahnya sudahlah jelas, bahwagyaierupakan dasar
bagi dapat dipidananya perbuatan itu terletak pgeatgyataan yakni
bahwa oleh permainan tersebut, dan khususnya ibé¢hys yang khas
sebagai "permainan untung-untungan”, hasrat oraegjadi tidak

dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya fEgguasaan
diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pergahaik yang

bersifat menolak maupun yang bersifat menarik. Bergpermainan

20 .
Ibid,
2L Andi HamzahKUHP dan KUHAP Jakarta: Rineka Cipta, 2000, him. 122.
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ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik daang terhadap
perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang ldaidak baik dari
permainannya itu sendiri, yakni karena orang sefaglihat adanya

hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minunmeras kdan

pelacuran™?

Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalasal p303
KUHP yang bunyinya :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepalbnt atau pidana
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah,abgrsiapa tanpa
mendapat izin :

a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatak
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencahatau dengan
sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

b. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesemkapada
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sangajut serta
dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli dpakatuk
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ipenuhdnya
sesuatu tata cara;

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sselpsyaiaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukuan kejahatan terseddatmdmenjalankan
pencahariannya, maka dapat dicabut haknya dalam jalaekan
pencaharian itu

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiapfieqnainan, dimana
pada umumnya kemungkinan mendapat untung berganipada
keberungtungan belaka, juga karena pemainya lediatih atau lebih

mabhir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentampytksan perlombaan

22p AF. Laminta ng, Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma
Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan) Edisi Kedua, Bandung: Sinar Grafika, 2009, him. 282
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atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakaarantnereka yang turut
berlomba atau bermain, demikian juga segala péraariainnya.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayaaiigka 1 KUHP itu
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur subyektif : Dengan sengaja

Unsur-unsur obyektif:

1) Barang siapa

2) Tanpa mempunyai hak

3) Turut serta dengan melakukan sesuatu

4) Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atenberékan
kesempatan untuk bermain judi

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayaafigka 2 KUHP itu
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
a.Unsur subyektif: Dengan sengaja
b.Unsur-unsur obyektif :

1) Barang siapa

2) Tanpa mempunyai hak

3) Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermdiikgpada
khalayak ramai.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketenfpidana yang
diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP terseébatas, ternyata hanya
terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, masing-mgsialah: 1) Barang siapa;
2) Tanpa mempunyai hak; 3) Turut serta; 4) Sebagaiu usaha; 5) Dalam
permainan judf>

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudigada mulanya telah
dilarang di dalam ketentuan pidana yang diaturrdglasal 542 KUHP, yang

kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalaal Raayat (4) dari UU

No. 7 Tahun 1974, telah dirubah sebutannya meietgintuan pidana yang

2 |bid, him.298
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diatur dalam pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkdaenkean yang diatur
dalam pasal 1 dari UU yang sama telah dipandanggsetkejahatan, pasal
303 bis KUHP berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama erigiain atau pidana
denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

(a) barang siapa menggunakan kesempatan main yadg diadakan
dengan melanggar ketentuan pasal 303;

(b) barang siapa ikut serta main judi di jalan umaiisu di pinggir jalan
umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umumuak@da izin
dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk
mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lews thhun sejak ada
pemindahan yang menjadi tetap karena salah satypé@nggaran ini,
dapat dikenakan pidana penjara paling lama enaomtatau pidana denda
paling banyak lima betas juta rupizh.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketenfpidana yang
diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUKRatdiri dari unsur-unsur
obyektif : 1) Barang siapa; 2) Memakai kesempatangyterbuka untuk
berjudi; 3) Yang sifatnya bertentangan dengan saktin dari ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam pasal 303 yang diatianad KUHP.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketenfpidana yang
diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUKRuga hanya terdiri dari
unsur-unsur obyektif, masing-masing yakni : 1) Baraiapa; 2) Turut serta
berjudi; 3) Di atas atau di tepi jalan umum atawsuktu tepat terbuka untuk
umum?®

Unsur obyektif pertama menunjukkan orang yang dpabrang

tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari Kingmlana yang di

4 Leden Marpaung{ejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevessidakarta:
Sinar Grafika, 1996, him. 81.
% p_A.F. Lamintandok.cit, him.313



57

maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatandadasal 303 bis ayat
(1) angka 2 KUHP, dan penyelenggaraan dari pemugkag bersangkutan itu
ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yamgdreang, maka ia dapat
disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersélngur obyektif kedua dari
tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentpigilana yang diatur
dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialaliunsut serta berjud?®

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang dikswadkan di dalam
ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 kas @y angka 2 KUHP
ialah unsur di atas atau di tepi jalan umum atasudiu tempat yang terbuka
untuk umum. Yang di maksudkan jalan umum itu iajalan yang di
peruntukkan bagi lalu lintas umum. Menurut ketentyang diatur dalam
pasal 1 ayat (1yagverkeersordonnanti§taatsbladTahun 1936 No. 657 Jo.
StaatsbladTahun 1940 No. 72 Jo. UU No. 7 Tahun 1951, Lemb&lagara
Tahun 1951 No. 42, yang dimaksudkan dengan jalah setiap jalan yang
terbuka bagi lalulintas umum, termasuk jembatarbgan dan tanggul-
tanggul yang terdapat di jalan-jalan tersebut, &swuk trotoar-trotoar,
pemisah-pemisah jalan, tepi-tepi jalan, gorong-ggralan tanggul-tanggul
jalan?’

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatag yaemenuhi
rumusan KUHP vyaitu, yang diatur melalui pasal 3@® @03 bis, hal ini
sesudah dikeluarkan oleh UU No. 7 Tahun 1974, aanapidana bagi

perjudian tersebut diperberat, perincian perubayesebagai berikut :

2 |pid, him. 314
bid,
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1. Ancaman pidana dalam pasal 303 (1) KUHP diperbmextjadi penjara
selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanggéidogya dua puluh
lima juta rupiah.

2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatandiganti sebutan
pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananyabeiat yaitu:
Ayat (1) menjadi penjara selama-lamanya empat tahtau denda
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2)jaak pidana penjara
selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyakkbgayiBma belas
juta rupiah.

Dalam arti kata yang sempit permaindrazard adalah segala
permainan jika kalah menangnya orang dalam permaiondidak tergantung
kepada kecakapan, tetapi melulu hanya bergantymagienasib baik dan sial
saja. Dalam arti kata yang luas yang termdsagardjuga segala permainan
yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tengguada nasib atau
secara kebetulan. Biarpun kemungkinan untuk men@ndpisa bertambah
besar pula karena latihan atau kepandaian pemain s#cara lain dapat
dikatakan bahwa yang dinamakan permainaazard itu ialah, suatu
permainan jika kalah menangnya orang dalam permaiha tergantung
kepada nasib dan umumnya pada pemain yang baradikdengan demikian
yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnygahdiartikan dalam
arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan demtitalam arti yang luas
yaitu disamping unsur kecakapan dan unsur keahlitambah dengan unsur

latihan atau kepandaian si pem&in.

8 Judi:Hipokrisi,Lokalisasi,Legalisasi. http://wwweftlist.org/cgi-bin/list?list id=untirtanet
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Menurut Adam Chazawialam rumusan kejahatan pasal 303 KUHP
tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengkaki perjudian
(hazardspél dimuat dalam ayat (1) :

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan;
3. Butir 3 ada satu macam kejahafan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pembgidtama, dan ayat
(3) menerangkan tentang pengertian permainan jag Ydimaksudkan oleh
ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut atdis
mengandung unsur tanpa izin. Unsur tanpa izinhnitelekat sifat melawan
hukum dari semua perbuatan dalam lima macam ka@ahabtengenai
perjudian itu. Artinya tiada unsur tanpa izin, ajia ada izin dari pejabat
atau instansi yang berhak memberi izin, semua p#shudalam rumusan
tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan huk@roieh karena itu tidak
dipidana. Dimasukannya unsur tanpa izin ini olemipentuk UU perjudian
terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pegpabaerintah tertentu
dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tergamgipan judr’

Pada ayat (2) pasal 303 dikatakan diancam pidanaapeatan hak
dalam menjalankan pencarian bagi barang siapa iyat@kukan lima macam
kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalaenjalankan

pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentangesjudian, yakni tiap-

2 Adam ChazawiTindak Pidana Mengenai Kesopandakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005. hal. 158
% |bid, him 159
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tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan apatbduntung

bergantung pada peruntungan belaka, dan juga k@emaainannya terlatih

atau lebih mabhir.

Dari rumusan di atas sebenarnya ada bentuk pemjugékni sebagai

berikut :

1.

Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untuggnieing pada
peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudjamenang atau
kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyakrgantung pada
keberuntungan saja. Misalnya dalam permainan jedgdn menggunakan
dadu.

Permainan yang kemungkinan mendapat untung ataeri@rmgan sedikit
atau banyak bergantung pada kemahiran atau kétarlasi pembuat.

Misalnya permainan melempar bola, permainan dengsamanah,

bermain bridge atau domino.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas jugdapdua macam

pertaruhan, yaitu :

1.

Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan pertonibmya yang tidak
diadakan antara mereka yang berlomba atau yangaberMisalnya dua
orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak boktara dua
kesebelasan, dimana yang satu bertaruh dengan akesain kesebelasan
sebagai pemenanganya dan yang satu pada kesebglagdainnya.
Segala bentuk pertaruhan lainya yang tidak ditertulengan kalimat
yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secardatimimaka segala
bentuk pertaruhan dengan cara bagaimanapun dam dedgala hal
manapun adalah termasuk perjudian. Seperti bebgrapaainan kuis
untuk mendapatkan hadiah yang di tayangkan padaigsetermasuk juga

pengertian perjudian menurut pasal ini. Tetapi @éman kuis tidak
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termasuk permainan judi yang dilarang, apabila elbénl dahulu

mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yangéreang®*

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayatsgddangkan pada
ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar patabgridana. Kejahatan
dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumyska@a butir 1 dan 2,
yaitu :

1. Melarang orang yang bermain judi dengan menggunkés@mpatan yang
diadakan dengan melangar pasal 303;

2. Melarang orang ikut serta bermain judi di jalan amatau tempat lainnya
yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin damgueasa dalam hal

untuk mengadakan perjudian ftu.

Pemberianizin penyelenggaraasegalabentuk dan jenis perjudian
dilarang, dan izin penyelenggaraanperjudian yang sudah diberikan
dinyatakandicabutdantidak berlakulagi sejak mulai berlakunya PP RI No. 9
Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun €#dng Penertiban
Perjudian, Bunyi PP.RI No.9 Tahun 1981 pasal ladstbagai berikut:

(1) Pemberianizin penyelenggaraarsegala bentuk dan jenis perjudian
dilarang baik perjudianyangdiselenggarakadi kasing di tempattempat
keramaiapnmaupunyangdikaitkandengaralasaralasariain.

(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberitayatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetaplkemnengesahkan

peraturan perundang-undangan untuk mengatur m&syarderaturan-

31 \bid, him 167
32 bid, him 168
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peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifamgaaksa. Artinya bila
peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pe#angg dapat dikenakan
hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhsidpplanggar akan
sangat tergantung pada macamnya peraturan yamggila Pada prinsipnya
setiap peraturan mengandung sifat paksaan artirglagarang yang tidak
mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelangdaragbut®

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tersdimkum pidana
diharapkan difungsikan di samping hukum lainnyagyagrdapat di dalam
masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak bensamwgpada objek
peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat diselwih Adapun maksud
disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah umiekcapai ketertiban
dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sdbalpembentukan
peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nagiendbklah selalu benar-
benar ditunjukan untuk kepentingan umtfm.

Menurut Sudarto, bahwa tiap-tiap KUHP memuat dugéag pokok :

1. Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbugtary diancam
pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harusendii yang
memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Janidseolah-olah
menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbugian yang
dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

2. Kedua, KUHP pidana menetapkan dan mengemukakarsirapk yang

akan diterima oleh orang yang melakukan perbuaaag gilarang”

% Moeljatro,op.cit,him. 1
% http.//hukum-pemidanaan// blogspot.com_html
% SudartoHukum dan Hukum Pidanap.cit,him.92
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Hukuman pidana dalam usahanya untuk mencapai tumaaritu
tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan @idgtraaf) tetapi
disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakanaagrege). Jadi
disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan inimerupakan suatu sanksi
juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya.

Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah :

1. Mempengaruhi perilaku si pembuat agar tidak melakuttindak pidana
lagi, biasanya disebpirevensi special.

2. Mempengaruhi perilaku anggota masyarakat pada uryainagar tidak
melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan slearhukum.

3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaiankkonfli

4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si peffibu

. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Perjudian

Pembahasan mengenai kebijakan sanksi pidana daldmNdal 7
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan ntilipengaturan jenis-
jenis sanksi dan pengaturan tentang berat ringapidgaa.

a. Pengaturan jenis-jenis sanksi

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidanagan tetap
mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam P@daUHP yang
mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana polek pidana tambahan.
Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,

3. Kurungan,

% |bid, him.187
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4. Denda,
5. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,

3. Pengumuman keputusan hakim.

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertibanudiar,
mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi :

1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat {ap Kindang-
undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamarga dua
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyalknyilan puluh
ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamasgluh tahun
atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh limaygptalr.

2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat {ap Kindang-
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamaslya satu
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu riatog rupiah,
menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat takaun denda
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat {ap Kindang-
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamasya tiga
bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu latas rupiah
menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tataun denda
sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini semula adalah pasal 542 yangraarcgidananya
lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama $atian atau pidana
denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah dan demdjundangkannya
UU No. 7 Tahun 1974 pasal 542 diganti dengan pa8al bis dengan
ancaman pidana penjara paling lama empat tahurpatana denda paling

banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudiamlach bentuk

37 Adami ChazawiHukum Pidana 1Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, him.26
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pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakaegaehindak pidana
kejahatan.

Jika dicermati beberapa pokok perubahan tersebkanbyada
penambahan atau pengurangan jenis sanksi melain&aypa merubah
berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenpada si pembuat.
Atau dengan kata lain UU ini hanya peraturan yangnambahkan
ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khusupagal 303 (1),
pasal 542 (1) dan pasal 542 (3). Dengan demikstersi sanksinya tidak
berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP.

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tidak mengattsendiri
mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Maka, kedaenpidana tambahan
dalam pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berledal.tersebut sejalan
dengan pendapat Barda nawawi Arigdng menyatakan,” walaupun
pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namununuersistem
KUHP untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diakea untuk jenis-
jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khysrsmusan delik yang
bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas pigd@a tambahan itu
tidak dapat dijatuhkan. Khususnya untuk pidana tdmh berupa
pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menkahwgecara tegas
dalam pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395&h) 405 (2)°

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan baheveyan tidak

dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambatelam suatu

142

% Muladi dan Barda Nawawi ArieBunga Rampai Hukum Pidanalumni Bandung, him.
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rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapahdian. Begitu juga
dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruangdmgndak pidana
perjudian tidak secara tegas mencantumkan bentukdbe pidana
tambahan, sehingga pidana tambahan tidak dapanak&e terhadap
pembuat delik perjudian. Pasal-pasal yang termasaikg lingkup tindak
pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidanakpsdcara alternatif
yaitu pidana penjara atau pidana denda.

b. Pengaturan tentang berat ringannya pidatraf(Maat)

Sistem hukum pidana materiil yang saat ini berldkindonesia,
terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundartangan yang ada di
dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan Undargng khusus di
luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundangangan dibidang hukum
pidana subtanstif itu, terdiri dari aturan umugerferal rule} dan aturan
Khusus.

Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku 1), daorat
khusus terdapat didalam KUHP (Buku Il dan Buku Hpupun dalam
Undang-undang khusus diluar KUBPAturan khusus ini pada umumnya
memuat perumusan tindak pidana tertentu, namuntdajga memuat
aturan khusus yang menyimpang dari aturan umumakTigrkecuali
dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1974. Namun Kkareesatpan
perundang-undangan tersebut tidak mengatur sedarsu& berat atau

ringannya pidana yang menyimpang dari KUHP makarketan yang ada

% Barda Nawawi AriefKapita Selekta Hukum Pidan@jtra Aditya Bakti, Bandung,
2003.hIm. 262
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pada Buku 1 KUHP otomatis akan berlaku. Sepergérkean minimum
umum pidana penjara berdasarkan pasal 12 ayat (3JPKadalah satu
hari, pidana kurungan berdasarkan pasal 18 ay&HP jo. pasal 1 UU
No. 18 prp 1960 yang menentukan denda paling demtikiah 25 sef?.
Dalam UU No. 7 Tahun 1974 ada kecenderungan

memformulasikan pidana denda dalam jumlah yanggidasar (puluhan
juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus. Nanametppan pidana
denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dapat menimbulkan
masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengaitaras khusus
pelaksanaan dalam UU tersebut mengenai pelaksqaidama denda atau
pedoman pemidanaan, baik itu tata cara pembayaagad tunai dan
kapan batas akhir dari pembayaran. Konsekuensisapm yang bisa
dijatuhkan apabila jumlah denda yang dibayarkaaktidesuai dengan
jumlah yang ditetapkan atau dikenakan. UU tersatdak mengatur secara
khusus pelaksanaan ancaman pidana denda. Maka seécaratis berlaku
ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) sebagai sigteiok, bahwa
maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (ebamapy atau dapat
menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada peatdnrecediviel
konkursus.Dengan demikian kemungkinan ancaman besar pidandad
yang sangat besar itu tidak akan efektif, karehaukédak dibayar paling-

paling hanya terkena pidana kurungan penggantinéngg¢ bulan atau 8

40 hitp:/lwww.jevuska.com/topic/perjudian+di+indoresim|
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(delapan) bulan. Oleh karena itu kemungkinan bdsadanya tidak akan
dibayar®*

Hal tersebut terlihat dalam ketentuan dalam pa8aK@HP yang
memungkinakan lamanya ancaman pidana kurungan pgetigdenda
hanya selama 6 bulan dan paling lama 8 bulan (fEeEaKUHP) inipun
apabila ada pemberatan. Ini jelas tidak sesuai aterapcaman yang
mencapai puluhan juta rupiah, apakah masih sepddagan hukuman
yang hanya sekian bulan dan pada saat sekarangt satak sesuai. Hal-

hal inilah yang perlu diperhatikan dalam formulaisiana denda kedepan.

1 http://www.berrydevanda.com/2010/07/lokalisasi-judi.html




